Penguatan kebijakan dan

TAP 2 kelembagaan satu data daerah

Kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran di Prov/Kab lokasi SKALA
mengacu pada data, khususnya data terkait kebutuhan kelompok rentan, yang
valid, termutakhir, dan bersumber dari data yang dibagi-pakaikan

Siklus data daerah di Prov/Kab lokasi SKALA berfungsi didukung dengan sistem perencanaan dan
pemutakhiran data yang berjalan secara reguler
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